BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 112 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMIN DAERAH PADA KEGIATAN PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu
ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang
akurat, mutahir dan dapat dipertanggungjawabkan,;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan
informasi perubahan rencana kerja perangkat daerah, perlu
mengumpulkan, menyusun, memperbaharui dan mengisi data
rencana kerja perangkat daerah dan perubahan rencana kerja
perangkat daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Mimika, maka perlu membentuk Tim Admin Daerah
dalam Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Undang — Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);




2.

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112J;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);




Menetapkan :
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Admin Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran
2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini
adalah :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengumpulan, pengisian dan evaluasi data Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Tahun 2025;

2. Mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan
terhadap jadwal penyusunan perubahan Renja dalam Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai
bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD;

4. Mengumpulkan, menyajikan data yang diperlukan dalam
penyusunan SIPD Tahun 2025;

5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja perangkat
daerah Tahun 2025 dan jadwal penginputan pada SIPD;

6. Mengkoordinasikan Penyusunan Perubahan rencana kerja
dan jadwal penginputan pada SIPD;
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7. Menyiapkan, mengirimkan data dan informasi dari masing-
masing instansi sesuai dengan format SIPD;
8. Melakukan validasi anggaran dari masing-masing instansi;
9. Memberikan masukan untuk penyempurnaan penyajian
data dalam sistem informasi pembangungan daerah;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab
kepada Bupati.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 7 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika,;
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Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika,;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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feny inian |

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 112 Tahun 2025
Tanggal, 7 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADMIN DAERAH PADA KEGIATAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN KEDUDUKAN

s DALAM INSTANSI DALAM TIM

1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan | Admin Daerah Aplikasi SIPD
Daerah

2. | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Admin Daerah Aplikasi SIPD
Pembangunan Daerah

3. | Kasubbid Data dan Pelaporan Admin Daerah Aplikasi SIPD

4. | Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Admin Daerah Aplikasi SIPD

5. | Kasubbid Program dan Pendanaan Admin Daerah Aplikasi SIPD

6. | Staf Sub.Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Admin Daerah Aplikasi SIPD

7. | Staf Sub.Bidang Program dan Pendanaan ' Admin Daerah Aplikasi SIPD
(2 Orang)

8. | Staf Sub.Bidang Data dan Pelaporan Admin Daerah Aplikasi SIPD
(2 Orang)

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN
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